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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 78 TAHUN 
2013 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN 

PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI  AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana 
Abadi Umat yang berlandaskan asas keadilan, 
profesional, dan akuntabel, perlu mengubah dan 
menyempurnakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 
78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penunjukan Calon 
Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana 
Abadi Umat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana 
Badan Pengelola Dana Abadi Umat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5061); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5345); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan 
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Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 371); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 78 TAHUN 
2013 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON 
ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA 
DANA ABADI UMAT. 

Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 78 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan 
Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1155)  diubah sehingga berbunyi  sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
(2) Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga Pemerintah; 
b. beragama Islam; dan 
c. paling rendah menduduki jabatan eselon II pada 

Kementerian/Lembaga Pemerintah. 
Pasal II 

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Januari 2014 
MENTERI AGAMA REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
SURYADHARMA ALI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Januari 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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